
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR: 07 /KEP/BSN/2/2013 

TENT ANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 

dan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

tentang Indikator Kinerja Utama Badan 

Standardisasi Nasional; 

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 

ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/ 

5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

4. Peraturan ... 



Menetapkan 
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4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

Nomor: 06/KEP/BSN/2/2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan 

Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi 

Nasional Tahun 2010-2014. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI 

NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. 

Pasal 1 

Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi 

Nasional yang sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Keputusan ini. 

Pasal 2 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud 

pada pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja 

yang digunakan Badan Standardisasi Nasional 

dalam menyusun perencanaan, pengukuran dan 

pelaporan kinerja. 

Pasal 3 ... 
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Pasal 3 

Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi 

Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional 

Tahun 2012. 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Februari 2013 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

BAMBANG PRASETYA 

LAMPIRAN ... 



LAMPI RAN 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR : 07 /KEP/BSN/2/2013 

TANGGAL 4 Februari 2013 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

I. Badan Standardisasi Nasional 

1. Kernen terian /Lem baga 

2. Tugas Pokok 

3. Fungsi 
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Badan Standardisasi Nasional. 

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerin tahan di bi dang standardisasi nasional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan 

nasional di bidang standardisasi nasional; 

b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam 

pelaksanaan tugas BSN; 

c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah di bidang standardisasi 

nasional; 

d. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam 

negeri dan in ternasional di bidang 

standardisasi; 

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 

administrasi umum di bidang perencanaan 

umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 

4. Penanggungjawab ... 



5. Sasaran Renstra 

6. Indikator Kinerja Utama 

No. 

1. 

2. 

Sa saran 

Tersedianya SNI 
sesuai kebutuhan 
pasar 

Tercapainya 
peningkatan 
efektifitas sistem 
penerapan standar 
dan akreditasi 

1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar; 

2. Tercapainya peningkatan efektifitas sistem 

penerapan standar clan akreditasi, 

3. Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap 

standardisasi, 

4. Diterapkannya sistem standardisasi dan 

penilaian kesesuaian oleh pemangku 

kepen tingan, 

5. Terwujudnya organisasi yang efektif dan 

efisien. 

Indikator Kinerja Utama 
(IKU) 

Pro sen tase realisasi 
penetapan SNI 
terhadap SNI yang 
dibutuhkan pasar 

Prosentase peningkatan 
jumlah pelaku usaha 
yang menerapkan SNI 

Cara Perhitungan 

P = (S I U) X 100 % 
Keterangan: 
P= Persen tase realisasi 
penetapan SNI terhadap 
SNI yang dibutuhkan 
pasar (dalam %) 
S = Jumlah SNI yang 
ditetapkan pada tahun n 
U= Jumlah PNPS pada 
tahun n 

P = [ (a - b) /a ] x 100% 
Keterangan : 
P = Persentase pemng
katan jumlah pelaku 
usaha yang menerapkan 
SNI pada tahun n (dalam 
%) 

n = tahun ................... . 



3. I Terciptanya 
budaya standar di 
masyarakat 

4. I Diterapkannya 
sis tern 
standardisasi dan 
penilaian 
kesesuaian oleh 
pemangku 
kepentingan 

Pro sen tase peningkatan 
masyarakat yang peduli 
terhadap standardisasi 

Jumlah kebijakan 
standardisasi dan 
penilaian kesesuaian 

n = tahun 

L:Pn =:== Jumlah pelaku 

usaha yang menerapkan 

SNI pada tahun n 
L:Pn-l=Jumlah pelaku 
usaha yang . menerapkan 
SNI pada tahun 
sebelumnya (n-1) 

P =(L:Pn-L:Pn-1) x 100% 

L:Pn-1 

P = Persen tase 
peningkatan jumlah 
masyarakat yang peduli 
terhadap standardisasi 
pada tahun n (dalam %) 

LPn = Jumlah masya
rakat yang peduli 
terhadap standardisasi di 
tahun berjalan, yaitu 
jumlah dari pengguna 
informasi standardisasi 
dan partisipasi 
masyarakat dalam 
kegiatan diklat dan 
pemasyarakatan 
standardisasi 

L:Pn-1 = Jumlah masya
rakat yang peduli 
terhadap standardisasi 
di tahun sebelumnya (n-
1) 

jumlah dokumen yang 
dihasilkan dalam 
perkembangan penyu-
sunan UU Standardisasi 
danPenilaian Kesesuaian 
dan serta peraturan 
turunannya pada akhir 
tahun n 

5.Terwujudnya ........... . 



Penanggung Jawab Paraf Tanggal Keterangan 

1. Pembuat Konsep/Pengusul r '/>2..-0IJ 
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul 

" 
~~~ 

3. Disetujui Karo HOH 
o:i/ a::; l~ c-r---J7 

t 

4. Disetujui Sestama 
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5. Terwujudnya a. Opini WTP atas laporan Hasil penilaian BPK 
orgamsas1 yang keuangan BSN atas Laporan 
ef ektif dan efisiensi Keuangan BSN 

b. Indeks kepuasan 
pelanggan terhadap Indeks kepuasan 
layanan publik BSN pelanggan tehadap 

layanan publik BSN = 

(a+b+c) I 3 

a. Layanan Akreditasi; 

b. Layanan Jasa 
Informasi & Diklat 
Standardisasi; 

c. Layananjasa 
Identification Issued 
Number/UN . 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

/ 

BAMBANG PRASETYA 
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